
BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2A23

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

BUPATT PULANG PTSAU,

bahwa untuk melaksanakan ketenftran Pasal 153
dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2Ol9 tentang Pelaksanaan Keuangan
Daerah serta ketentuan dalam BAB VI Poin D
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:lun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan,
termasuk pula anggaran yang mengalami
perubahan baik berupa penambahan danf atau
pengurangan, maka perlu menetapkan Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 29
Tahun 2A22 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun Anggaran 2423;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2A23 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2423;

b.

C.



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 385U, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2AA2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 197, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6aO9l;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandam, Kabrrpaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a18O);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AA2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42501 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 Tentang
Komosi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6aO9l;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286\;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tah;un 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2otl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S234),sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2olt tentang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor l43,Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 68O1);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;
Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2AOO
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lA, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aA28l;
Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5O2l; sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor l7l, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOs
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 11O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2Oa6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 461fl;
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OA9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972),, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2Ot8 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OA9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177J;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2072 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272l.;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLZ
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6Oa\;

19. Peratrrran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A17
Nomor 1O6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6057l. sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah omor
18 Tahun 2A17 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68a7);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tat:r:.;lr. 2A18 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al8 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OI8
tentang Pelaksanaan Tirgas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 622a\

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2AL8
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Repubtrik Indonesia
Nomor 62791;



23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63221;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OL9
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2A12 tentang Pedoman Pengelolaan investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 75fl;

26. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 20361, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun
2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL8 Nomor l57l;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun
2OL7 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OtT Nomor
La67l;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2077 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Eva-luasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara" Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al7 Nomor l3l2l;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 630),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2078 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1777);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OI9 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur,Bupati Dan WaIi Kota Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 9O2\;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun
2Ol9 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019
Nomor 117fl1'

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor Aa7\

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Pembahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 582), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2A2I tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2A2A
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2L Nomor 91O);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2A tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2O Nomor l78L);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 9 Tahun
2421 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor a3\;

36. Peratr.rran Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Incionesia Tahun 2022
Nomor 9721;

37. Peratrrran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor
2 Tahun 2Al9 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2AL8-2O23 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2Ol9 Nomor O2); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten



Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2Ol9 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2Ol8-2A23 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang
Pisarr Nomor O1);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2022 Nomor O8);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Nomor 8 Tahun 2A23 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2023 Nomor 08);

40. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 18 Tahun
2O2L tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
{Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021
Nomor 018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAII TA}IUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Peraturan Daerah adalah Perauran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.

Dewan Perwakil.an Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelen ggar a Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah.
Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang berasal dari entitas
pelaporan lain.
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Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah prrngutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk
kepenting€Ln orang pribadi atau Badan.

12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan Asli
Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja Modal adalah pengeluarar' ar:ggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi.
Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggar€Ln atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah desa.
Pembiayaan ada-lah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun a"nggaran berikutnya.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1

(satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A23 semula
sebesar Rp. 1 .147.016.433.00O,O0 bertambah sebesar Rp. 227.O54.528.723,55
sehingga menjadi Rp. 1.374.070.967.723,55 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan daerah
perrrbahan

2. Belanja Daerah

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja daerah setelah

Rp. 1.O95.O16.433.0O0,OO
Rp. 98.991.703.392,OO

setelah
Rp. 1. 194.008. 136.392.O0

Rp. 1 .147.016.433.000,00
Rp. 227.O54.528.723,55

perubahan Rp. 1.374.O7O.961.723.55
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3. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan pembiayaan

1. Semula
2. Bertarnbah I Perkurang)

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan
2. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula
2. Bertambahl perkurang)

55.OOO.OOO.000,OO
131.062.825.331,55

Rp. 186.O62.825.331.55

Rp.
Rp.

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggzrran setelah
perubahan

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

Rp. 3.000.OO0.000,0O
Rp. 3.OO0.OOO.OO0,00

Rp. 6.O0O.O0O.OOO.OO

Rp. 18O.O62.825.331.55

Rp. O.OO

Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut akun, kelompok, jenis, objek pendapatan
belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran perubahan APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompokn jenis, objek, rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;
Daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantrran sosial;
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Daftar narna penerima, alarnat penerima, dan besaran
belanja bagi Hasil;
Rincian dana otonomo khusus menumt urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rincian DBH-SDA pertambang€Ln minyak bumi dan
pertambangan gas alam/ tambahan dbh minyak dan gas
bumi*) menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
prograrn, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten
lkota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD dengan program prioritas
perbatasan Negara.

10. Lampiran X



Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan
peraturan Bupati ini dituangkan lebih
arrggarar' satuan kerja perangkat
perundang-undangan.

APBD yang ditetapkan dalam
lanjut dalam dokumen pelaksanaan
daerah sesuai dengan ketentuan

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal, 18 Agustus 2023

BUPATI PULANG PISAU,

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di trulang Pisau
pada tanggal, 18 Agustus 2023

ARIS DAERAH

PULANG PISAU,

J

DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 20.23 NOMOR O52
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